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I.
PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dibuka pukul 10.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/F-PAN.
II.
POKOK-POKOK PEMBICARAAN
DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan aspirasi berkaitan dengan permasalahan Pemilukada yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Beberapa hal penting yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. KPU Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah telah melaksanakan pemilukada pada 5 Juni 2010, diikuti oleh dua pasangan calon, yaitu pasangan H. Sugianto dan H Eko Sumarno serta pasangan Dr. H. Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto.  Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kotawaringin Barat, suara yang diperoleh pasangan H. Sugianto dan H Eko Sumarno sebesar 67.199 suara, sedangkan pasangan Dr. H. Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto mendapat suara sejumlah 55.281.
2. Dalam perkembangannya pasangan yang kalah kemudian mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi  (MK) pada tanggal 18 Juni 2010. Pada tanggal 7 Juli 2010, MK mengeluarkan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 yang isinya, antara lain, mendiskualifikasi kemenangan pasangan H. Sugianto dan H Eko Sumarno  serta memerintahkan KPU Kotawaringin Barat untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan Dr. H. Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto sebagai bupati dan wakil bupati terpilih.
3. Namun Putusan MK tersebut dalam kenyataannya tidak bisa dilaksanakan. KPU Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan tidak dapat melaksanakan Putusan MK. DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat hanya mengusulkan pasangan H. Sugianto dan H Eko Sumarno kepada Mendagri untuk mendapatkan penetapan pengesahan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih sesuai dengan keputusan KPU Kotawaringin Barat.
4. DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menyampaikan bahwa saksi yang dihadirkan dalam persidangan MK terbukti ada yang memberikan keterangan palsu. Satu orang saksi sudah dinyatakan bersalah dan menjadi terpidana, yaitu Ratna Mutiara. Tiga orang lainnya, yaitu Kusniyadi, Edi Sulistiyo dan Supeno, telah mencabut kesaksiannya dan menyatakan kesaksian mereka di persidangan MK tidak benar karena berdasarkan arahan Tim Sukses pasangan Ujang Iskandar.
5. DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat berpendapat bahwa Putusan MK telah melampaui kewenangan instansi lain. Soal money politics bukanlah kewenangan MK tapi peradilan umum, mendiskualifikasi pasangan calon kepala daerah adalah wewenang DPRD, bukan wewenang MK. MK juga dinilai tidak konsisten atas putusannya sendiri. MK membatalkan suara yang diperoleh H. Sugianto dan H Eko Sumarno namun tidak pernah menyatakan tidak sah seluruh perolehan suara pasangan ini, dan MK tidak menetapkan jumlah suara yang benar menurut MK. Pada sisi lain, dalam amar putusannya, MK memasukkan sejumlah butir yang tidak dituntut oleh Pemohon sehingga terjadi manipulasi dan pelanggaran terhadap azas Ultra Petita yang melarang hakim untuk mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut.
6. Meskipun DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sudah menerima salinan Keputusan Mendagri nomor 131.62-584 Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Kotawaringin Barat dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Kotawaringin Barat serta salinan Keputusan Mendagri nomor 132.62-585 Tahun 2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, namun DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat belum bisa memenuhi permintaan Mendagri dan gubernur untuk menjadwalkan Rapat Paripurna Istimewa untuk pelantikan pasangan Dr H. Ujang Iskandar, ST, M.Si dan Bambang Purwanto, S.ST sebagai bupati dan wakil bupati terpilih.
7. DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat meminta kepada Komisi II DPR RI agar aktif menemukan pemecahan masalah pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut, dan mengharapkan agar masalah ini bisa dibahas dalam Panja Mafia Pemilu yang dibentuk Komisi II DPR RI. 
III. 
PENUTUP

Komisi II DPR RI mengapresiasi atas masukan yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap permasalahan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Menanggapi permintaan tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPR RI (Drs. A. Hakam Naja, M.Si) menyampaikan bahwa persoalan ini akan diteruskan dalam Rapat Pimpinan Komisi II DPR RI, untuk menentukan apakah  diagendakan dalam Rapat Komisi II DPR RI. 
Rapat ditutup pukul 11.00 WIB.
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